PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Menimbang

Mengingat

YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pusat Statistik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Badan Pusat Statistik, perlu mengatur kembali jenis
dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Badan Pusat Statistik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik;

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis

dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis
dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3760);

MEMUTUSKAN: . ..
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Menetapkan :
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK.

(1)

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Badan Pusat Statistik meliputi penerimaan dari:

penjualan publikasi cetakan;

penjualan publikasi elektronik/softcopy;

penjualan data mentabh;

penjualan peta digital wilayah;

penyeleksian calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi

IImu Statistik ;

jasa pendidikan pada Sekolah Tinggi llmu Statistik

bagi pegawai tugas belajar non-Badan Pusat Statistik;

g. jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis
dan fungsional,

h. jasa sewa sarana dan prasarana Badan Pusat
Statistik; dan

i. jasa pelayanan kegiatan statistik dan teknologi
informasi berdasarkan kontrak kerja sama dengan
pihak lain.
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Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Badan Pusat Statistik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h
adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Badan Pusat Statistik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah sebesar nilai
nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai tarif dalam
bentuk satuan rupiah.

(2) Jenis. ..
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Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) mempunyai tarif dalam
bentuk satuan rupiah, dollar Amerika, yen, atau euro.

Pasal 3

Tarif penjualan publikasi cetakan, publikasi
elektronik/softcopy, data mentah, dan peta digital wilayah
tidak termasuk biaya pengiriman dan jasa perbankan.

Biaya pengiriman dan jasa perbankan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 4

Tarif atas penyeleksian calon mahasiswa baru Sekolah
Tinggi llmu Statistik tidak termasuk biaya tes kesehatan,
konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi.

Biaya tes kesehatan, konsumsi, transportasi, dan/atau
akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 5

Tarif atas jasa pendidikan pada Sekolah Tinggi IlImu
Statistik bagi pegawai tugas belajar non-Badan Pusat
Statistik tidak termasuk biaya buku, literatur, seragam,
atribut, masa integrasi pendidikan kampus, asuransi,
konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi.

Biaya buku, literatur, seragam, atribut, masa integrasi
pendidikan kampus, asuransi, konsumsi, transportasi,
dan/atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibebankan kepada Wajib bayar.

Pasal 6

Tarif atas jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
teknis dan fungsional tidak termasuk biaya konsumsi,
transportasi, dan/atau akomodasi.

Biaya konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
Wajib Bayar.

Pasal 7 . ..
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Pasal 7

(1) Terhadap pihak tertentu, untuk penjualan publikasi
cetakan, publikasi elektronik/softcopy, data mentah,
dan/atau peta digital wilayah dapat dikenakan tarif
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. instansi pemerintah pusat dan daerah;
b. lembaga negara;
c. perwakilan negara asing; atau
d. lembaga internasional.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pengenaan tarif RpO0,00 (nol rupiah) terhadap pihak
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik  setelah mendapat persetujuan  Menteri
Keuangan.

Pasal 8

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Badan Pusat Statistik wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4579), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..


http://www.djpp.depkumham.go.id

-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
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